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TENTANG

PERSETUJUAN WILAYAH IZIN USAHA PERTAMBANGAN BATUAN
KEPADA SAUDARA ALEXANDER TUNGGAL

GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,

Menlmbang

Menglngat

b.

bahwa sesuai dengan Pasal 57 Undang-Undang Nomor
4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan
Batubara, WIUP batuan diberikan kepada badan usaha,
koperasi dan perseorangan dengan cara permohonan
wilayah kepada pemberi izin;

bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun
2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Perubahannya,
penetapan WIUP mineral bukan logam dan batuan
dalam 1 (satu) Daerah Provinsi dan Wilayah Laut
sampai 12 mil, merupakan wewenang Daerah Provinsi;

c. bahwa berdasarkan surat permohonan dari Saudara
Alexander Tfrnggal kepada Gubernur Nusa Tenggara
Timur tanggal 21 November 2O17 Peri}ral Permohonan
WIUP, Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur telah
melakukan evaluasi dengan hasil Wilayah lzin Usaha
Pertambangan Batuan yang dimohonkan telah
memenuhi syarat sehingga dapat diberi persetujuan;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu
rt't ctt el q r.rlz att Kenl t f r r <a rt fl r r trcrrr r r r t prljq t1 o Perqef t t i r ta n
Wilayah Izin Usaha Pertambangan Batuan kepada
Saudara Alexander Tunggal;

1. Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 t€ntang
Pembenh: ka n Daerah-daerah Tingkat I Bal'i. Nusa
Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115,
Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
16491;'

2. UnCang-Undang }loncr 23 Tahun 2014 ten+.ang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2Ol4 Nomor 244, Tambahan
Lembaran Republik Indonesia Nomor 5587)
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
denSan l_lnd2np'-I_Tnd2nq [\nrnnr q Tahlln 2015
tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang
Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015
Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor .56791:



3. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 tenrang
Pelaksanaan Kegiatan Usaha pertambangan Mineral dan
Batubara (kmbaran Negara Republik Indonesia Tahun
2010 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5111) sebagaimana telah diubah
beberapa kali terakhir dengan peraturan pemerintah
Nomor 77 Tahun 2014 tentang perubahan Ketiga Atas
Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 tentang
Pelaksanaan Kegiatan Usaha pertambangan Mineral dan
Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2014 Nomor 263, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5597);

Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Republik
Indonesia Nomor : l2O/253/sj tanggal 16 Januari
2O15 tentang Penyelenggaraan Urusan pemerintahan
Setelah Ditetapkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun
2014 tentang Pemerintahan Daerah;
Surat Edaran Menteri Energi dan Sumber Daya
Mineral Republik Indonesia Nomor :

O4.E/3O/DJB/2015 tanggat 30 April 2015 tentang
Penyelenggaraan Urusan pemerintahan di Bidang
Pertambangan Mineral dan Batubara Setelah
Berlakunya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014
tentang Pemerintahan Daerah;

Memperhatikan : 1.

Menetapkan

IGSATU

KEDUA

MEMUTUSKAN:

Nama
Alamat

NPWP
Komoditas Tambang
Jenis Batuan
Luas

lokasi Penambangan
Desa
Kecamatan
Kabupaten
Provinsi
Kode Wilayah

Dengan Daftar Koordinat
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2.

Persetujuan Wilayah Izin Usaha pertambangan Batuan
Kepada Saudara Alexander T\rnggal.

fgrsetujuarr Wilayah Izin Usaha pertambangan sebagaimana
dimaksud dalam Diktum KESATU diberikan kepada :

Alexander Tunggal
Malawatar, RT/RW 003/001,
Desa Tangge, Kec. l,embor
14.393.382.8-924.000
Batuan
Batu dan Pasir
0,79 (Nol Koma Tujuh Puluh
Sembilan) Hektar

Golo kleng
Sano Nggoang
Manggarai Barat
Nusa Tenggara Timur
2to7

WIUP dan Peta sebaga,rmana
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KBTIGA

KEETPAT

KTLT}IA

b.

Dengan disetujuinya Wilayah Izin Usaha Pertambangan (WIUP)
ini maka :

pemohon segera melalrukan pembayaran untuk Jenis
Penerimaan Negara Bukan Pajak yaitu Pencadangan
Wilayah dan Pencetakan Peta sebesar Rp. 5.OOO.OOO,- (Lima
Juta Rupiah) pada Kementerian Energi dan Sumber Daya
Mineral pada Bank Indonesia dengan nomor akun 4231L6;
apabil'a Wilayah Izin Usaha Pertambangan masuk dalam
Kawasan Budidaya Kehutanan (KBK) dan/atau Hutan
Produksi (HP), maka pemohon dilarang melakukan kegtatan
sebelum memiliki Izin Pinjam Pakai l(awasan dari Menteri
Kehutanan Republik Indonesia;
apabila terdapat tumpang tindih antara Wilayah Izin Usaha
Pertambangan dengan komoditas tambang tidak sejenis
atau perkebunan, maka pemohon diharuskan untuk
melakukan perjanjian penggunaan lahan dimaksud secara
bersama: dan
selambat-lambatnya 5 (lima) hari ketja seteliah
diterbitkannya Peta Wilayah lzin Usaha Pertambangan
sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Keputusan
Gubemur ini, Pemohon harus menyampaikan Permohonan
Izin Usaha Pertambangan (IUP) Eksplorasi.

Wilayah Izin Usaha Pertambangan dinyatakan batal, apabila
perusahaan tidak memenuhi persyaratan dan kewajiban
sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA, Keputusan
ini.

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

d.

Ditetapkan di Kupang
pada tanggal lt,OciQ 2018

rrMUR,lt/

?r'nexs r,psu

Tembusan :

l. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia di Jakarta;
2- Menteri Keuangan Republik Indonesia di Jakarta;
3. Sekretaris Jenderal Kemerrterian Energi dan Sumber Daya Mineral RI di Jalqrta;
4. Inspektur Jenderal Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral RI di Jakarta;
5- Direkur Jenderal Pemerintahan Unurn, Kerrenterian Dalam Negeri RI di Jal<arta;
6. Direktur Jerrderal Pajak Kem.enterian Kelangan Rl di Jakarta;
7 - Direktur Jenderal Perbendaharaan, Kementerian Keuangan RI di Jakarta;
8. Wakil Gubernur Nusa Tenggara Timur di Kupang;
9. Bupati Manggarai Barat di l^abuan Bajo;
10. Dircktur Pendapatan Daerah, Di{ien Bina Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri RI

di Jal@rta:
lf. Kepala Biro Hukum dan Humas/Kepala Bim Keuangan/Kepala Biro Perencanasn dan

Kerjasama Luar Negeri, Selen Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Rl di Jakarta;
12. Selaetaris Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara Kementerian ESDM RI di Jakarta;
13. Dir€khr Teknik dan Lingkungan Mineral dan Batubara, Ditjen Mineral dan Batubsra

Kementcrian ESDM RI di Jakarta;
14. Ditelrtur Pembinaan Program Mineral dan Batubara, Dilien Mineral dan Batubera Kementerian

ESDM RI di Jakarta
15. Direkur Pembinaan Pengusabaan Mineral Ditjen Mineral dan Batubara Kementerian ESDM

RI diJakarta; b
16, Direktur Pajal< Buni dan Bangunan, Kementerian Keuanean ru di.lakarta- \
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LllilPIRAlt I : KEPUTUSAI{ GITBERIfl R MSA TENGGARA TIUITR
NoUOR :2-@ lI<EPlHKl2ors
TAI|GGAL : lb rjrcrtt 2O1a

KOORDINAT WILAYAH IZIN USAHA PERTAMBANGAN (WIUP)

PERUSAHAAN
KOMODITAS
LOKASI
PROVINSI
KABUPATEN
KODE
LUAS (Ha)

An. ALEXANDER TUNGGAL
BATUAN
DESA GOLO LELENG, KECAMATAN SANO NGGOANG
NUSA TENGGARA TIMUR
MANGGARAI BARAT
2to7
0,79 (NOL KOMA TUJUH PULUH SEMBII,AN) HEKTAR

ilo Garls Bujur Timur (BT| Garis Llntang Sclatan (LSl

fl ('l {"1 (ol ('l ("t
I 120 44,85 8 40 16,44

2 120 44,96 8 40 r6,88

J 120 7 44,96 8 40 t7,32

4 r20 45,O7 I 40 77,32

5 r20 45,O7 8 40 18,18

6 120 7 45,l8 8 40 18,18

120 45,14 8 40 18,83

8 r20 7 45,39 8 40 18,83

9 t20 45,39 8 40 19,47

70 120 45,50 8 40 19,47

ll 120 7 45,50 8 40 20,34

72 t20 7 45,61 8 40 20,34

l.t 120 .7 45,61 8 40 20,77

t4 120 45,72 8 40 20,77

l< r20 45,72 8 40 2t,lo

76 720 45,93 I 40 27,70

t7 120 7 45,93 8 40 21,42

18 120 46,r5 8 40 21,42

19 120 46,75 8 40 27,75

//



20 120 7 46,37 8 40 2r,7s
2l 720 7 46,37 8 40 22,O7
22 120 7 46,69 8 40 22,O7
ZJ 120 46,69 8 40 22,50
24 r20 47,O7 8 40 22,50
25 r20 7 47,O7 8 40 22,82
26 r20 47,23 8 40 22,82
27 t20 7 1t,23 8 40 23,|s
28 t20 7 47,45 8 40 zJ,lJ
29 r20 47,45 8 40 23,36
30 r20 47,66 8 40 23,36
31 120 7 47,66 8 40 23,58
32 r20 7 47,88 8 40 23,58
33 120 7 47,88 8 40 23,91,

34 120 44,o9 8 40 23,91
35 120 7 48,O9 8 40 24,23

36 t20 7 48,31 8 40 24,23

37 120 48,31 8 4Q 24,66

38 r20 7 47,77 8 40 24,66

39 120 47,77 8 40 24,87

40 120 47,OI 8 40 24,87

41 120 .7
47,O1 8 40 24,66

42 120 7 46,80 8 40 24,66

43 t20 46,80 8 40 24,33

44 120 46,69 8 40 24,33

45 120 7 46,69 8 40 24,O1

46 r20 7 46,47 8 40 24,Or

47 120 46,47 8 40 23,80

4a t20 46,26 8 40 23,4O

49 120 46,26 8 40 23,58



50 120 46,O4 8 40 23,s8

51 120 46,O4 8 40 23,26

JZ r20 45,93 8 40 23,26

53 720 45,93 8 40 23,O4

54 720 45,72 8 40 23,O4

55 t20 45,72 8 40 22,72

56 r20 7 45,61 8 40 22,72

57 120 7 45,61 6 40 22,39

58 120 45,39 8 40 22,39

59 120 7 45,39 8 40 22,O7

60 120 7 45,18 8 40 22,O7

61 120 45,18 8 40 21,75

62 t20 7 45,O7 8 40 21,75

63 120 7 45,O7 8 40 21,42

64 720 7 44,96 8 40 21,42

65 720 44,96 8 40 20,99

66 120 44,75 8 40 20,99

ot 120 7 44,75 8 40 20,4s

68 120 44,64 8 40 20,45

69 120 44,64 8 40 19,80

70 120 7 44,53 8 40 19,80

71 120 7 44,53 8 40 18,93

72 120 44,42 8 40 18,93

/J 120 "7 44,42 8 40 16,67

7+ 120 44,85 8 40 16,67
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LAMPIRAN II : KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR
NOMOR :e@ KEP/H1(2018
TANGGAL : (6 ,-1ult. 2018

T\MUR b.r{ cugenNuR NUSA TENGGA

?rnnNs ueeu


